
 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI BULELENG 

 NOMOR   16   TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 

TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK  

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULELENG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola 

seluruh potensi pajak, Pemerintah Kabupaten Buleleng 

dapat memberikan pengurangan atau penghapusan 

pajak daerah dengan memperhatikan perkembangan 

perekonomian masyarakat dan tingkat kemampuan 

membayar masyarakat selaku wajib pajak; 

b. bahwa penghapusan jangka waktu penghapusan piutang 

pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, jangka 

waktu penghapusan sanksi administratif piutang pajak 

bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dan jangka 

waktu penghapusan sanksi administratif pajak bumi 

bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2023 

SALINAN 
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dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat 

dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan 

daerah; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 9); 

8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2022 Nomor 45); 
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Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 

5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

 

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 

Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 47D diubah, sehingga Pasal 47D 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 47D 

(1) Wajib Pajak yang telah diberikan Penghapusan 

Piutang Pajak berdasarkan Peraturan Bupati ini, 

tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau 

penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas 

permohonan angsuran atau penundaan kewajiban 

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tidak diberikan Penghapusan Ketetapan 

Pajak Terutang dan Penghapusan Sanksi 

Administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 47A. 

 

2. Ketentuan Pasal 47E diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 47E 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A, 

Pasal 47B, Pasal 47C, dan Pasal 47D berlaku sampai 

dengan tanggal 22 Desember 2023. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 47F diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 47F 

(1) Terhadap ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 yang 

belum dibayar sampai dengan Bulan Desember 2023 

tidak dikenakan Sanksi Administratif. 

(2) Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara otomatis melalui SMARTGOV. 
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PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 2 Januari

2023.

Agar setiap orang mengetahuinya,　memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati血i dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singar勾a

Pada tangga1 9 Februari 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di SingaraJa

Pada tangga1 9 F‘ebruari 2023

SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULBLENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN　2023 NOMOR 16

Salinan sesual dengan aslinya r
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